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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi sangat mendorong terjadinya pengaruh globalisasi 

ekonomi.1 Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang aktif 

mengikuti perkembangan zaman. Keikutsertaan negara Indonesia dalam pengaruh 

globalisasi ialah karena ingin mewujudkan suatu tujuan yang selama ini telah dicita-

citakan. Adapun tujuan tersebut sebagaimana telah tercantum pada alinea ke-empat 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

berbunyi:2 

“…Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial…” 

 

Berdasarkan pasal di atas memiliki makna bahwa dalam memajukan 

kesejahteraan umum, diperlukan suatu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi 

negara.3 Pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui bidang industri dan 

pemasaran produk pada pasar nasional.4 Pada masa sekarang ini, pesatnya 

perkembangan globalisasi menjadi salah satu faktor terjadinya persaingan usaha di 

dunia industri dan perdagangan baik secara nasional maupun internasional. 

                                                             
1 Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian dan 

Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa, (Malang: Setara Press, 2015), Hlm. 1. 
2 Tim Redaksi Pustaka Baru, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), Hlm. 5. 
3 Rahmi Jened Parinduri Nasution, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan 

(Penyalahgunaan HKI), Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 1. 
4 Kholis Roisah, Op. Cit, Hlm. 1. 
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Seringkali kita melihat, banyaknya kasus perdagangan tidak sehat, tidak simpatik 

dan mengindahkan nilai-nilai etis dalam perdagangan. Oleh karena itu, 

penyelesaian masalah tersebut harus diimbangin dengan kepastian hukum yang 

memberikan perlindungan dan penegakkan hukum untuk menghindari kemerosotan 

ekonomi.5  

Secara internasional, terdapat organisasi perdagangan dunia atau disebut 

WTO (World Trade Organization) yang berperan mengatur masalah perdagangan 

antar negara (perdagangan multilateral).6 Organisasi tersebut merupakan perjanjian 

antara negara anggota yang telah disepakati dan mengikat pemerintah negara untuk 

menaati dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan. Peraturan yang disepakati 

meliputi berbagai macam hal yang berkaitan dengan perdagangan internasional. 

Persetujuan dalam WTO yang mengatur masalah terkait investasi atau penanaman 

modal adalah Perjanjian Trade Related Investment Measures (TRIMs)7 bertujuan 

untuk mengurangi hambatan kegiatan perdagangan yang menghasilkan output dan 

meningkatkan kebebasan untuk berinvestasi antar negara. 

Selain itu, ada kegiatan perdagangan terkait hak cipta yang disepakati dalam 

Perjanjian Trade Related Intellectual Rights (TRIPs) . Peran dari TRIPs adalah 

untuk melindungi setiap ciptaan yang diperdagangan secara internasional guna 

menghindari dari peniruan (pembajakan). Sebab itu, Indonesia perlu membentuk 

                                                             
5 Meli Hertati Gultom, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap 

Pelanggaran Merek, Jurnal Universitas Dharmawangsa, Edisi 56 April 2018, Hlm. 2.  
6 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi 

Hukumnya di Indonesia, Cet. 1 (Bandung: PT Alumni, 2003), Hlm. 19-20. 
7 Deli Bunga Saravistha, Pengaturan Perdagangan Dalam TRIPs dan TRIMs Agreement, 

https://www.academia.edu/6900694/pengaturan_perdagangan_internasional_dalam_trips_and_

trims_agreement, diakses pada tanggal 11 September 2019, Hlm. 2. 

https://www.academia.edu/6900694/Pengaturan_Perdagangan_Internasional_Dalam_Trips_And_Trims_Agreement
https://www.academia.edu/6900694/Pengaturan_Perdagangan_Internasional_Dalam_Trips_And_Trims_Agreement
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undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta dan harus sesuai dengan kaidah-

kaidah dalam perjanjian TRIPs.8 

Pada Pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay tanggal 15 April 

1994, Indonesia masuk menjadi anggota WTO (World Trade Organization) dengan 

menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of 

Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement Establishing The 

World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia) di Marrakesh, Maroko. Pemerintah Indonesia meratifikasi hasil Putaran 

Uruguay, yaitu  Agreement Establishing The World Trade Organization dengan 

dibentuknya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia.9 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang 

melekat terhadap karya-karya hasil pikiran manusia dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang wajib dilindungi oleh hukum.10 Tetapi, Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) hanya bermakna apabila diwujudkan dalam bentuk 

produk di pasaran karena dapat digunakan dalam siklus permintaan dan penawaran. 

Berdasarkan sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual, pembentukan peraturan 

dibidang HKI sangat dibutuhkan untuk menciptakan sikap penghargaan, 

penghormatan, dan perlindungan dalam memberikan rasa aman, serta mewujudkan 

                                                             
8 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca 

Perjanjian TRIPs, Cet. 1 (Bandung: PT Alumni, 2011), Hlm. 72. 
9 Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World 

Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/487.pdf, diakses pada tanggal 11 September 2019, 

Hlm. 2. 
10 Rachmadi Usman, Op. cit, Hlm. 2. 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/487.pdf
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keadaan yang kondusif untuk peningkatan dalam menghasilkan karya-karya yang 

lebih baik.11  

Secara garis besar, pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari 

beberapa jenis, yaitu secara tradisional dan berdasarkan kepada sumber 

hukumnya.12 Pengelompokan tradisional terbagi dalam 2 jenis, antara lain Hak 

Cipta (Copyright) dan Hak Milik Perindustrian (Industrial Property) yang terdiri 

dari Paten, Varietas Tanaman, Merek, Desain Produk Industri, Rahasia Dagang, 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, dan Persaingan Curang.13 

Merek yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki peran 

dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dibidang perdagangan barang atau 

jasa.14 Bagi setiap perusahaan, merek adalah alat pembeda atau dapat disebut juga 

sebagai identitas perusahaan terhadap barang atau jasa yang diproduksi dengan 

produk sejenis yang diperdagangkan oleh perusahaan lain.15 Pada penggunaan 

merek memiliki fungsi sebagai berikut:16 

1. Sebagai tanda pengenal yang berfungsi untuk membedakan hasil produksi 

yang dihasilkan atau diciptakan oleh seseorang atau beberapa orang atau 

badan hukum dengan produk orang lain atau badan hukum; 

                                                             
11 Cita Citrawinda Priapantja, Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan, Cet. 1 (Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, 2003), Hlm. 3. 
12 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. cit, Hlm. 28. 
13 Rachmadi Usman, Op. cit, Hlm. 8. 
14 Meli Hertati Gultom, Op.cit, Hlm. 2. 
15 Siti Marwiyah, Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal, Fakultas Hukum Universitas Dr. 

Soetomo Surabaya, Vol. 2, Nomor 1 (Juni 2010), Hlm. 40.  
16 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, 

(Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual: Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, 2004), Hlm. 30.  
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2. Sebagai sarana atau alat mempromosikan barang atau jasa yang 

dihasilkan hanya dengan menyebut mereknya; 

3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya; dan  

4. Memberikan petunjuk mengenai asal-usul barang atau jasa yang 

dihasilkan. 

Apabila dilihat pada praktiknya, penggunaan merek masih banyak tidak 

sesuai dengan kenyataannya artinya masih ada perusahaan yang melakukan 

perbuatan melawan hukum terhadap hak merek terdaftar dengan melakukan 

pemalsuan atau penggunaan nama merek terdaftar tanpa hak dan adanya usaha 

persaingan tidak sehat. Pemakaian nama merek tanpa hak, khususnya sengaja 

menggunakan nama merek terkenal semata-mata secara sengaja bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan.17  

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa:18 

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, 

kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga) 
dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk 

membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam 

kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.” 

 

Pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur mengenai 

jenis-jenis merek yang disebut dengan merek kolektif. Dimana merek kolektif 

tersebut terdiri dari merek dagang dan jasa. Pengertian merek dagang (trademark) 

dirumuskan dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan 

                                                             
17 Meli Hertati Gultom, Op. cit, Hlm. 2-3. 
18 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. 
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oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 

membedakan dengan barang sejenis lainnya.19 Sedangkan, mengenai merek jasa 

(service mark) Pasal 1 angka (3) UU No. 20 Tahun 2016   diartikan dengan merek 

yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang 

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis 

lainnya.20 

Pengertian mengenai merek terkenal tidak tercantum dalam undang-

undang. Berdasarkan pengetahuan umum masyarakat, merek terkenal didefinisikan 

sebagai merek yang dikenal luas dan memiliki keakraban (familiar attachement) 

dalam masyarakat. Terdapat 2 terminologi hukum yang mempunyai arti sama 

dengan merek terkenal, yaitu “well-known mark”.21 

Pengaturan merek di Indonesia sudah ada pada zaman pemerintahan Hindia 

Belanda dengan memberlakukan “Reglement Industriele Eigendom Tahun 1912” 

(Reglemen Tentang Hak Milik Perindustrian 1912) yang tercantum dalam Stb. 1912 

No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214.22 Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 11 

Oktober 1961 pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang 

No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk 

menggantikan Reglemen Tentang Hak Milik Perindustrian 1912 dan memperkuat 

perlindungan terhadap merek. Pada tanggal 10 Mei 1979, Indonesia  mengesahkan 

Konvensi Paris (Paris Convention for the Protecion of Industrial Property 

                                                             
19 Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. 
20 Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. 
21 Rahmi Jened, Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Ed. 1, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), Hlm. 241. 
22 H. OK. Saidin, Aspek Hak Kekayaan Intelektual, Ed. Revisi, Cet. 8 (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), Hlm. 331. 
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(Stockholm Revision 1967)) dalam Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. 

pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya berpatisipasi dalam Konvensi Paris karena 

terdapat beberapa pengecualian aturan, yaitu Pasal 1 sampai Pasal 12 dan Pasal 28 

ayat (1).23  

Setelah 31 tahun, pemerintah Indonesia mencabut Undang-Undang No. 21 

Tahun 1961 dan diganti dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang 

Merek yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 April 1993. Tetapi, pada 

tahun 1997 pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap Undang-Undang 

Merek didasari dengan pertimbangan terhadap beberapa pasal dari perjanjian 

Internasional tentang HKI dengan mengubah UU Merek 1992 menjadi Undang-

Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 

1992 Tentang Merek yang dimana memuat mengenai perlindungan atas indikasi 

asal dan geografis.24 

Seiring mengikuti perkembangan zaman, pemerintah Indonesia terus 

melakukan penyempurnaan undang-undang sebelumnya sampai di tahun 2001 

kembali diterbitkan Undang-Undang Merek yang baru, yaitu Undang-Undang No. 

15 Tahun 2001 Tentang Merek dan perubahan Undang-Undang Merek berakhir 

pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Tujuan pemerintah Indonesia melakukan amademen peraturan merek adalah 

supaya dapat selaras dengan peraturan-peraturan dan kaidah hukum mengenai 

                                                             
23 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Kementerian Hukum Dan HAM), Sejarah 

Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual, http://www.dgip.go.id/sejarah-

perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki, diakses pada tanggal 12 September 2019. 
24 Tim Lindsey dan Eddy Damian, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Ed. 5, (Bandung: 

PT Alumni, 2006), Hlm. 132. 

http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki
http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki
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merek yang berlaku secara internasional sebagaimana telah diatur dalam Konvensi 

Paris.25 Selain itu, sebagai negara yang berdasarkan hukum wajib memiliki 

kepastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah melakukan perubahan undang-

undang merek terkait sistem pendaftaran merek dengan cara mengubah sistem 

pendaftaran merek yang bersifat deklaratif (first to use principle) sebagaimana 

dianut Undang-Undang No. No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan 

Merek Perniagaan menjadi sistem pendaftaran yang konstitutif atau attributif (first 

to file principle).26  

Hak atas merek adalah suatu hak secara khusus diberikan negara kepada 

pemilik merek yang telah terdaftar di Direktorat Merek Kementerian Hukum dan 

HAM Republik Indonesia dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu 

memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa 

orang bersama-sama dan/atau badan hukum.27 Suatu merek yang ingin didaftar 

tidak diperbolehkan menimbulkan kebingungan dan penyesatan 

(confusion/verwarring) dengan merek yang telah ada sebelumnya dimana sudah 

secara umum terkenal dan dimiliki pihak ketiga.28 Pendaftaran merek harus 

dilakukan dengan dasar adanya permintaan dari pemilik Merek yang beritikad 

baik.29 Apabila dalam pendaftaran terdapat unsur untuk meniru atau membajak 

dapat dikatakan pendaftaran tersebut adalah batal demi hukum. 

                                                             
25 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Kementerian Hukum dan HAM), Op.cit. 
26 H. OK. Saidin, Op. cit, Hlm. 367. 
27 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak 

Cipta, Hak Paten, Hak Merek), Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2000), Hlm. 213. 
28 O. C. Kaligis, Teori Dan Praktik Hukum Merek Indonesia, Cet. 1 (Bandung: PT Alumni, 2008), 

Hlm. 182. 
29 Soedjono Dirdjosisworo, Op. cit, Hlm. 213. 
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Sistem konstitutif atau attributif adalah suatu sistem yang menyatakan 

bahwa hak atas merek ditentukan dari pendaftarannya, kepemilikan tercipta apabila 

orang tersebut telah mendaftarkan mereknya. Prinsip ini mulai diterapkan sejak 

Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek disahkan. Sebaliknya, pada 

sistem deklaratif yang dianut dalam Undang-Undang Merek 1961 menyebutkan 

bahwa hak atas merek ditentukan dari pemakaiannya yang pertama nama merek 

tersebut, tidak dilihat dari pendaftarannya.30 Walaupun, di Indonesia sekarang telah 

menganut sistem konstitutif tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak 

pihak tertentu yang beritikad buruk dengan meniru merek terkenal yang terdaftar di 

luar negeri sebelumnya untuk mendapatkan keuntungan.31 

Reputasi di dunia bisnis merupakan suatu kunci kesuksesan atau kegagalan 

dari sebuah perusahaan. Hukum digunakan untuk melindungi para pihak yang 

memiliki reputasi dari pihak yang beritikad buruk dengan “membonceng” 

kesuksesan mereka. Walaupun reputasi adalah benda tidak berwujud, dalam hukum 

dipandang sebagai aset yang berharga untuk wajib dilindungi.32 Upaya atau 

tindakan yang mengarah kepada pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya 

hukum merek berupa persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh seseorang atau 

beberapa orang disebut Passing Off.33  

Istilah passing off dihasilkan oleh case law, bukan perundang-undangan. 

Menurut case law, tindakan atau perbuatan passing off hanya dapat dituntut oleh 

                                                             
30 Soedjono Dirdjosisworo, Op. cit, Hlm. 214-215.  
31 Ibid, Hlm. 221. 
32 Tim Lindsey dan et. al., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Cet. 1 (Bandung: PT 

Alumni, 2002), Hlm. 152. 
33 Hukumonline, Passing Off, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl273/passing-

off, diakses pada tanggal 16 September 2019. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl273/passing-off
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl273/passing-off
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pemegang hak merek bukan secara publik.34 Passing off dimanfaatkan oleh 

pemegang hak merek untuk menuntut dalam rangka mencegah para pihak yang 

beritikad buruk yang melakukan 2 kategori perbuatan di bawah ini:35 

1. Menimbulkan anggapan bahwa barang atau jasa produknya adalah 

barang/jasa pihak lain, dan 

2. Menimbulkan anggapan bahwa barang atau jasanya memiliki hubungan 

dengan barang/jasa penggugat. 

Passing off yang tidak dihasilkan oleh undang-undang tidak dikenal dalam 

sistem hukum civil law, tetapi dikenal dalam sistem hukum common law. Pada 

sistem hukum common law, passing off atau dapat kita sebut pemboncengan merek 

adalah salah satu upaya persaingan curang (unfair competition). Sebab, tindakan 

tersebut dapat memberikan dampak kerugian bagi pihak yang telah mendaftarkan 

mereknya secara itikad baik. Para pihak yang secara itikad buruk melakukan 

pendomplengan atau pemboncengan merek terkenal memiliki tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan finansial tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. 

Perbuatan passing off sangat berdampak besar menyebabkan kerugian bagi 

konsumen. Hal ini dapat kita sebut sebagai kebohongan publik (public confusion) 

atau misleading dalam masyarakat mengenai filosofi suatu produk.36 

                                                             
34 Hukumonline, Dapatkah Doktrin Passing Off Diaplikasikan di Indonesia?, 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20887/dapatkah-doktrin-passing-off 

diaplikasikan di-indonesia/, diakses pada tanggal 16 September 2019. 
35 Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi, Cet. 1 (Bandung: Mandar 

Maju, 2012), Hlm. 58. 
36 Agung Sujatmiko, Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off Dalam Hukum Merek, 

Yuridika, Vol. 25, Nomor 1 (Januari-April 2010), Hlm. 53. 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20887/dapatkah-doktrin-passing-off%20diaplikasikan%20di-indonesia/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20887/dapatkah-doktrin-passing-off%20diaplikasikan%20di-indonesia/
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 Sekarang ini, banyak sekali jenis-jenis merek yang ada di Indonesia 

memiliki persamaan atau kesamaan terhadap nama maupun produknya dengan 

merek terkenal yang telah didirikan di luar negeri sebelumnya. Pada penulisan 

skripsi ini, penulis ingin menganalisis salah satu kasus pendomplengan merek 

terkenal yang terjadi di Indonesia. Penulis akan menganalisis Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia No. 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt. Pst Jo. 

Putusan Kasasi No. 880 K/ Pdt. Sus-HKI/2019. Sebagaimana dalam perkara ini 

tertera bahwa Penggugat adalah Morris Co., Ltd, yaitu sebuah perusahaan 

internasional yang didirikan di Jepang melawan Meliana yang disebut sebagai 

Tergugat. Penggugat yang merupakan pemilik sah merek terkenal “VARIVAS” 

mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena merek “VARIVAS” milik Tergugat 

memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal 

milik Penggugat. 

 Penggugat merasa dirugikan dengan perbuatan Tergugat yang secara itikad 

buruk mendaftarkan mereknya di Indonesia dengan meniru nama, kata-kata, huruf-

huruf, penempatan tulisan “VARIVAS”, dan logo merek milik Penggugat. Selain 

itu, adapun jenis barang yang didaftarkan Tergugat yang termasuk dalam kelas 

barang 28, yaitu riil/ katrol, gagang/ stick mincing, senar pancing, kail pancing, dan 

jala pancing yang merupakan produk yang diproduksi dan diperdagangkan secara 

internasional oleh Penggugat.  

 Bahwa dengan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan dan 

meyakinkan secara sah perbuatan Tergugat memiliki itikad buruk dan bertujuan 

membonceng, meniru atau menjiplak (free rider) merek terkenal “VARIVAS” 
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milik Penggugat untuk menghilangkan biaya pemasaran sehingga dapat 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. Merek terkenal “VARIVAS” milik 

Penggugat telah didaftarkan perlindungannya pada tanggal 18 Desember 1987 dan 

logo “VARIVAS” (huruf “V” di dalam lingkaran) telah didaftarkan 

perlindungannya pada tanggal 17 September 2004 di Jepang. Penggugat dalam 

mengembangkan usahanya ingin mendirikan mereknya di Indonesia. Oleh karena 

itu, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas merek ke Direktorat 

Merek dan Indikasi Geografis Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 

Januari 2019. Sedangkan, Tergugat telah mendapatkan sertifikat hak atas merek 

“VARIVAS + Logo” atas nama Meliana pada tanggal 4 Juli 2016  di Indonesia 

yang diterbitkan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan 

Indikasi Geografis. 

 Tetapi, berdasarkan putusan perkara di atas Majelis Hakim Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung menetapkan untuk mengabulkan 

gugatan Penggugat untuk sebagian. Majelis Hakim menimbang bahwa merek 

VARIVAS milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 

terkenal VARIVAS milik Penggugat. Oleh karena itu, merek VARIVAS milik 

Tergugat harus dibatalkan dan menyatakan Tergugat dalam mendaftarkan 

mereknya dikwalifikasikan sebagai Pemohon merek yang beritikad tidak baik. 

 Berdasarkan perkara di atas, penelitian mengenai perlindungan hukum 

terhadap merek menjadi kasus yang penting untuk dibahas. Sebab, merek terkenal 

dan yang sudah terdaftar  wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum supaya 
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tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Manfaat dari perlindungan hukum ini 

ialah untuk meningkatkan kepercayaan para pihak sebagai pemilik/ pemegang hak 

atas merek terkenal khususnya melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk 

dapat menjelaskan secara hukum kepada masyarakat khususnya bagi para pihak, 

yaitu pemilik/ pemegang hak atas merek terkenal supaya terhindar dari praktik 

itikad buruk yang ingin melakukan perbuatan melawan hukum dengan 

membonceng atau mendompleng reputasi merek (passing off) oleh pihak yang tidak 

bertanggugjawab. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang skripsi ini, maka rumusan 

masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang 

hak atas merek terkenal di Indonesia? 

2) Bagaimana “unsur itikad tidak baik” dalam Putusan Pengadilan Niaga 

No. 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt. Pst Jo. Putusan Kasasi No. 

880 K/ Pdt. Sus-HKI/2019? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah yang di atas, maka penulisan penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1) Mengkaji dan menganalisis sejauh mana jaminan pengaturan mengenai 

perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal dari luar 

negeri di Indonesia. 
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2) Mengkaji dan menganalisis “unsur itikad tidak baik” dalam Putusan 

Pengadilan Niaga No. 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt. Pst Jo. 

Putusan Kasasi No. 880 K/ Pdt. Sus-HKI/2019. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan pokok secara teoritis dan 

praktis sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk 

bahan penelitian lebih lanjut terhadap ilmu pengetahuan di bidang 

hukum pada umumnya dan hukum bisnis sebagai bagian dari studi ilmu 

hukum, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yang 

menitikberatkan pada perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia 

ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

dalam meningkatkan wawasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual di 

Indonesia, khususnya dibidang merek. Selain itu, penulis berharap dapat 

memberikan nilai manfaat yang positif untuk masyarakat dan 

Pemerintah Indonesia dalam rangka mengambil langkah yang konkrit 

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dari 

luar negeri di Indonesia, serta menjadi masukan dalam memperlengkapi 

hukum atas penyelesaian perkara yang sejenis. 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN  

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa 

skripsi yang terdiri dari 5 (lima) Bab dan setiap Bab akan dirinci menjadi beberapa 

Sub Bab. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini, diuraikan mengenai latar belakang yang berkaitan dengan 

masalah yang dijadikan topik penulisan, rumusan masalah yang diangkat untuk 

diteliti dan dianalisis, tujuan, dan manfaat dari penulisan. Selain itu, bab ini juga 

berisi sistematika penulisan yang memberikan kemudahan bagi pembaca untuk 

mengetahui secara singkat dan isi dari penulisan ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab kedua penulisan ini, tinjauan pustaka terbagi menjadi 2 (dua) 

bagian, yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Landasan konseptual 

diuraikan secara garis besar mengenai teori keadilan, prinsip first to file, dan itikad 

tidak baik (bad faith). Selanjutnya, landasan konseptual diuraikan pengertian 

mengenai hal-hal terkait dengan merek bertujuan untuk mencegah terjadinya 

perluasan makna atau penyimpangan dalam penulisan skripsi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ketiga, penulis akan menguraikan mengenai jenis penelitian yang 

digunakan, bahan-bahan hukum yang diperoleh untuk dijadikan dalam penelitian, 

sifat analisis serta diakhiri dengan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

penulisan dan penanggulangannya. 

 



 

16 

 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 Pada bab keempat ini, penulis menguraikan tentang jaminan perlindungan 

hukum bagi pihak yang dirugikan terkait dengan pelanggaran merek terkenal 

berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis serta menganalisis putusan Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa 

gugatan atas pendomplengan merek terkenal dari luar negeri di Indonesia.  

BAB V PENUTUP 

 Pada bab terakhir, berisi kesimpulan yang dapat dilihat dari penelitian 

terhadap jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Selain itu, adapun saran-

saran yang relevan dari sumbangan pemikiran penulis terhadap masalah yang 

dihadapi atau dapat terjadi di masa yang akan datang. 


